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Abstract

Fraud is one of the most important issue in Binjai City Government. Failures in e-government
implementation and the whistleblowing system, along with incompetence among state apparatus, have
created opportunities for fraud. This study aims to analyze the influence of Good Governance and
State Apparatus Competence on Fraud Prevention in the Binjai City Government, as well as to
examine the role of the Whistleblowing System as a moderating variable. The study uses a
quantitative associative approach and analyzes data with Partial Least Square-Structural Equation
Modeling (PLS-SEM) through SmartPLS software. In this study, researchers used primary data
collected directly through interviews and questionnaires that had been tested for validity, reliability,
and hypothesis testing. The sampling technique used in this study was saturation sampling, where the
research population consisted of 33 Regional Apparatus Organizations within the Binjai City
Government, with 99 respondents. The results show that Good Governance and Competency Of State
Apparatus have a significant positive effect on Fraud Prevention. Additionally, the Whistleblowing
System strengthens these relationships and serves as an important moderating control. This implies
that improving governance and competence must be accompanied by an effective whistleblowing
system. Therefore, Binjai City Government should focus on enhancing governance, competence, and
the whistleblowing system to create a more transparent and accountable environment.
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PENDAHULUAN

Fenomena fraud di Indonesia tidak terlepas dari lemahnya kesadaran dan
pengendalian risiko korupsi. Hal ini tercermin dalam skor Indeks Persepsi Korupsi
(Corruption Perceptions Index/CPI) Indonesia tahun 2024 yang berada pada angka 37 dari
100, menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara. Indeks CPI yang rendah ini
mengindikasikan masih lemahnya kesadaran dan sistem pengendalian terhadap risiko korupsi
di berbagai sektor (Transparency International, 2024).

Pada pemerintah Kota Binjai, pencegahan fraud juga belum dapat dikatakan efektif.
Meskipun Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Kota Binjai meningkat dari 93,51 di tahun
2022 dan 93,81 di tahun 2023 menjadi 94,40 di tahun 2024, namun hal ini belum dapat
dijadikan indikator utama keberhasilan pencegahan fraud di Pemerintah Kota Binjai.
Rendahnya upaya pencegahan fraud masih terlihat dari maraknya kasus korupsi yang terjadi,
di mana kuantitas kasus yang ditangani tidak sepenuhnya mencerminkan -efektivitas
pencegahan. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 232 laporan, namun
hanya 79 laporan yang ditindaklanjuti (BPS, 2024).

Good governance memiliki peran krusial dalam pencegahan fraud melalui prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi dan pelaporan
keuangan (Jubaedah, 2011). Melalui good governance, organisasi dapat memastikan kualitas
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pelaporan keuangan yang diandalkan dalam pengambilan keputusan (Carcello, 2009).
Meskipun penerapan prinsip good governance telah menjadi fokus utama dalam upaya
pemberantasan fraud, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih
menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pencegahan fraud. Hal ini
terlihar dari terhambatnya beberapa penyelesaian pekerjaan terutama yang berkaitan dengan
pengaduan masyarakat melalui aplikasi e-government Pemerintah Kota Binjai (Irma, 2023).

Pada pemerintah Kota Binjai, salah satu penerapan good governance yang dilakukan
untuk mendukung penyelenggaraan Binjai Smart City adalah dengan peluncuran e-
government. Namun sayangnya, program ini mengalami banyak kendala seperti kurangnya
sosialisasi dan sulitnya penggunaan aplikasi tersebut sehingga menyebabkan terhambatnya
beberapa penyelesaian pekerjaan terutama yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat
(Irma, 2023).

Selain good governance, kompetensi aparatur negara juga menjadi faktor penting
yang berpengaruh signifikan. Kompetensi aparatur mencakup pengetahuan, keterampilan,
dan kemampuan individu dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan sesuai standar
profesional. Aparatur yang kompeten dianggap mampu mengidentifikasi potensi risiko fraud,
memahami prosedur pengendalian internal, serta menjalankan tugas dengan integritas
sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Aparatur yang memiliki kemampuan
memadai dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan baik dan
mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan dana (Islamiyah, 2020).

Selain good governance dan kompetensi aparatur negara, variabel lain yang
memegang peranan krusial dalam pencegahan fraud adalah whistleblowing system (Suasri,
2025). Menurut laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), whistleblowing
system tergolong efektif dalam pencegahan tindakan fraud dengan persentase di atas 30%.
Meskipun sistem ini secara teori memiliki peran penting dalam mengurangi risiko
kecurangan, namun pada praktiknya masih banyak pelapor yang enggan menggunakan sistem
ini karena kekhawatiran akan kurangnya perlindungan hukum, risiko intimidasi, diskriminasi,
bahkan kriminalisasi dari pihak yang dilaporkan (ACFE, 2019)

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh Good Governance dan Kompetensi
Aparatur Negara terhadap Pencegahan Fraud di Pemko Binjai serta pengaruh Whistleblowing
System dalam memoderasi Good Governance dan Kompetensi Aparatur Negara terhadap
Pencegahan Fraud di Pemko Binjai.

HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis penelitian ini meliputi Good Governance dan Kompetensi aparatur negara
berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud di Pemko Binjai serta Whistleblowing system
memoderasi pengaruh Good Governance dan Kompetensi aparatur negara terhadap
Pencegahan Fraud di Pemko Binjai

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk
menganalisis pengaruh good governance, kompetensi aparatur negara, dan whistleblowing
system terhadap pencegahan fraud di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, Provinsi Sumatera
Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah saturation
sampling atau sampel jenuh. Populasi penelitian ini meliputi 33 Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di Pemerintah Kota Binjai. Pihak yang akan menjadi responden adalah Kepala Dinas,
Bendahara dan Kasubag di Pemerintah Kota Binjai, sehingga jumlah responden yang
dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 orang. Dalam penelitian ini, peneliti
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menggunakan jenis data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dan
kuesioner yang telah dilakukan pengujian validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis. Pengolahan
data pada penelitian ini menggunakan Software smartPLS SEM (Partial Least Square —
Structural Equation Modeling) dengan teknik analisa outer model, inner model, dan uji
hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Outer Model

Analisis model pengukuran (outer model) bertujuan untuk mengevaluasi variabel
konstruk yang diteliti, validitas (ketepatan), dan reliabilitas (kehandalan) dari suatu variabel.
Terdapat beberapa indikator dalam analisis outer model, diantaranya convergent validity,
discriminant validity, dan composite reliability.
1) Convergent validity

Validitas konvergen digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah pengukuran
berkorelasi secara positif dengan pengukuran alternatif dari konstruk yang sama. Untuk
melihat suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, maka dilihat dari
nilai outer loadingnya. Jika nilai outer loading lebih besar dari (0,7) maka suatu indikator
adalah valid (Hair Jr, et.al, 2017)

Gambar 1 Struktural Model
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Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan gambar, model yang diuji menunjukkan bahwa seluruh indikator (item
pertanyaan) untuk setiap variabel, yaitu good governance (X1), kompetensi aparatur negara
(X2), whistleblowing system (Z), dan pencegahan fraud (Y) dinyatakan valid dan reliabel. Hal
ini dibuktikan dengan nilai outer loading yang semuanya berada di atas 0.70, menunjukkan
bahwa setiap indikator mampu mengukur variabel yang diwakilinya dengan akurat.

2) Discriminant Validity

Uji discriminant validity menggunakan nilai cross loading. Suatu indikator
dinyatakan telah memenuhi discriminant validity jika nilai cross loading indikator pada
variabelnya merupakan nilai terbesar dibandingkan dengan variabel lain. Uji discriminant
validity menggunakan nilai Average Variant Extracted (AVE) untuk masing-masing indikator
dipersyaratkan nilainya harus > 0,5 untuk model yang baik (Ghozali, 2017).
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Tabel 1 Average Variant Extracted (AVE)

Variabel Average Variant Extracted
good governance 0.779
kompetensi aparatur negara 0.735
pencegahan fraud 0.707
whistleblowing system 0.733

Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel 1, diperoleh hasil bahwa nilai AVE variabel good governance,
kompetensi aparatur negara, pencegehan fraud dan whistleblowing system > 0,500 maka
dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki discriminant validity yang baik atau valid.

3) Composite Reliability

Composite Reliability adalah bentuk reliabilitas yang digunakan untuk menilai
konsistensi hasil lintas item pada suatu tes yang sama. Pengujian konsistensi internal
menggunakan nilai reliabilitas komposit dengan kriteria suatu variabel dikatakan reliabel jika
nilai reliabilitas komposit > 0,700 (Hair Jr, et.al, 2017).

Tabel 2 Composite Reliability

Variabel Composite Reliability
good governance 0.864
kompetensi aparatur negara 0.810
pencegahan fraud 0.808
whistleblowing system 0.817

Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.12 diperoleh hasil bahwa nilai Composite reliability dari
variabel good governance, kompetensi aparatur negara, pencegehan fraud dan whistleblowing
system > 0,700 maka dinyatakan bahwa setiap variabel adalah reliabel.

Inner Model
1) R Square

Koefisien Determinasi (R Square) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi
suatu variabel. Nilai R Square sebesar 0,75 menunjukkan model PLS yang kuat, R Square
sebesar 0,50 menunjukkan model PLS yang moderat/sedang dan nilai R Square sebesar 0,25
menunjukkan model PLS yang lemah (Ghozali, 2016).

Tabel 3 R Square
Variabel R-square R-square
adjusted
pencegahan fraud 0.902 0.891

Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025
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Pada tabel 3, diperoleh hasil pengaruh good governance, kompetensi aparatur negara,
dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud adalah sebesar 0,902, artinya besaran
pengaruh 90,2%, hal ini berarti menunjukkan PLS yang kuat. Hasil ini menunjukkan bahwa
peningkatan good governance, kompetensi aparatur negara dan penerapan whistleblowing
system akan memberikan pengaruh kuat hingga 90,2% dalam upaya pencegahan fraud.

2) F Square

F-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan
estimasi parameter. Nilai F-square sebesar > 0,35 dikategorikan sebagai pengaruh kuat,
sedangkan Nilai F-square sebesar < 0,35 dikategorikan sebagai pengaruh lemah.

Tabel 4 F-square
Variabel pencegahan fraud
good governance 0.580
kompetensi aparatur negara 0.475
whistleblowing system 0.505

Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel 4, diperoleh hubungan good governance terhadap pencegahan
fraud, kompetensi aparatur negara dan whistleblowing system memiliki nilai ' square > 0,35
sehingga dikategorikan sebagai pengaruh kuat.

Pengujian Hipotesis
1) Direct Effect

Pengujian hipotesis pengaruh langsung bertujuan untuk membuktikan hipotesis-
hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya secara langsung (tanpa
perantara). Jika nilai probabilitas (P-Value) < a (0,05) maka Ho ditolak (pengaruh suatu
variabel dengan variabel lainnya adalah signifikan). Jika nilai probabilitas (P-Value) > o
(0,05) maka Ho diterima (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah tidak
signifikan) (Hair Jr, et.al, 2017)

Tabel 4 Direct Effect
Variabel Cofficient T statistics P Values
good governance -> 0.439 2.986 0.004
pencegahan fraud
kompetensi  aparatur 0.337 2.413 0.001
negara -> pencegahan
fraud

Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel 4, diperoleh pengaruh langsung variabel good governance terhadap
pencegahan fraud mempunyai koefisien jalur sebesar 0,439 (positif), maka peningkatan nilai
variabel good governance akan diikuti peningkatan variabel pencegahan fraud.

Pengaruh langsung variabel kompetensi aparatur negara terhadap variabel pencegahan fraud
mempunyai koefisien jalur sebesar 0,337 (positif), maka peningkatan nilai variabel
kompetensi aparatur negara akan diikuti peningkatan variabel pencegahan fraud.

2) Efek Moderasi
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Pengujian hipotesis pengaruh moderasi bertujuan untuk membuktikan hipotesis-
hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya secara tidak langsung (dengan
perantara).

Tabel 5 Efek Moderasi
Variabel Cofficient T statistics P Values
whistleblowing system x good 0.270 1.988 0.003
governance -> pencegahan fraud
whistleblowing system X 0.259 1.836 0.003
kompetensi aparatur negara ->
pencegahan fraud

Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel 5, diperoleh pengaruh moderasi variabel good governance terhadap
variabel pencegahan fraud dimoderasi whistleblowing system mempunyai koefisien jalur
sebesar 0,270 (positif), maka variabel whistleblowing system memoderasi peningkatan nilai
variabel good governance yang akan diikuti peningkatan variabel pencegahan fraud.

Pengaruh moderasi variabel kompetensi aparatur negara terhadap variabel pencegahan
fraud dimoderasi whistleblowing system mempunyai koefisien jalur sebesar 0,259 (positif),
maka variabel whistleblowing system memoderasi peningkatan nilai variabel kompetensi
aparatur negara yang akan diikuti peningkatan variabel pencegahan fraud.

Pengaruh Good Governance terhadap Pencegahan Fraud

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel X (good governance) memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap variabel Y (pencegahan fraud), yang ditunjukkan oleh
koefisien jalur sebesar 0,439. Koefisien jalur sebesar 0,439 ini berarti bahwa setiap
peningkatan pada nilai good governance akan diikuti oleh peningkatan pada upaya
pencegahan fraud. Dengan kata lain, semakin baik penerapan prinsip-prinsip good
governance dalam suatu organisasi, maka semakin efektif pula upaya yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya fraud. Dengan demikian, good governance pada lingkungan Pemerintah
Kota Binjai merupakan faktor kunci dalam membangun lingkungan kerja yang bersih dari
fraud dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Negara terhadap Pencegahan Fraud

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel X» (kompetensi aparatur negara) memiliki
koefisien jalur sebesar 0,337 dengan arah positif, yang berarti peningkatan kompetensi
aparatur negara diikuti oleh peningkatan variabel pencegahan fraud. Pengaruh ini signifikan
secara statistik, ditunjukkan oleh nilai Tstatistic 2,413 yang lebih besar dari T tabel 1,67 dan
P-Values sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil ini memberikan
implikasi bahwa peningkatan kompetensi aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kota
Binjai dalam pencegahan fraud sudah berjalan dengan baik.

Pengaruh Good Governance terhadap Pencegahan Fraud dimoderasi Whistleblowing
System

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel whistleblowing system secara signifikan
memoderasi pengaruh variabel good governance terhadap pencegahan fraud dengan
koefisien jalur sebesar 0,270 yang bernilai positif. Artinya, keberadaan whistleblowing system
memperkuat hubungan positif antara good governance dan pencegahan fraud. Dengan kata
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lain, peningkatan good governance akan lebih efektif dalam mencegah fraud apabila
didukung oleh whistleblowing system yang baik sehingga Pemerintah Kota Binjai perlu
mengoptimalkan sistem pelaporan dan perlindungan pelapor untuk meningkatkan efektivitas
pencegahan fraud secara menyeluruh.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Negara terhadap Pencegahan Fraud dimoderasi
Whistleblowing System

Hasil analisis menunjukkan bahwa whistleblowing system memoderasi pengaruh
variabel kompetensi aparatur negara terhadap pencegahan fraud dengan koefisien jalur
sebesar 0,259 yang bernilai positif. Artinya, dalam konteks moderasi oleh whistleblowing
system, peningkatan kompetensi aparatur negara juga diikuti oleh peningkatan pencegahan
fraud. Nilai Tstatistic sebesar 1,836 yang lebih besar dari T tabel 1,67 dan P-Values sebesar
0,003 yang lebih kecil dari 0,05 menegaskan bahwa efek moderasi ini signifikan secara
statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan whistleblowing system Pemerintah Kota
Binjai mampu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur negara terhadap pencegahan fraud.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa good governance dan
kompetensi aparatur negara memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Begitu
pula dengan whistleblowing system yang memoderasi pengaruh good governance dan
kompetensi aparatur negara terhadap pencegahan fraud. Namun sistem ini masih perlu
dikembangkan agar menjadi saluran yang aman bagi individu untuk melaporkan pelanggaran,
kecurangan, atau praktik tidak etis tanpa takut akan pembalasan. Hal ini akan meningkatkan
kepercayaan publik dan internal terhadap komitmen organisasi dalam praktik pemerintahan
yang bersih dan akuntabel.
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